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ABSTRAK 
 

SINTA LUMONGGA SIREGAR. PENGARUH PARTISIPASI 
ANGGARAN TERHADAP TUNJANGAN KINERJA  MAJERIAL PADA 
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI 
SUMATERA SELATAN . (Dibawah Bimbingan Ibu Dra. Sonang PP, MM, 
Ak. CA dan Ibu Pipit Pitri Rahayu, SE, M.Si 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran 
Terhadap Tunjangan Kinerja Manajerial pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode asosiatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan 
teknik purposive sampling. Populasi penelitian ini sebanyak 120 responden dan 
menggunakan sampel sebanyak 92 responden. Analisis data yang digunakan 
adalah kuantitatif. Hasil statistik secara simultan menunjukkan bahwa Partisipasi 
Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunjangan Kinerja 
Manajerial dimana F hitung > F tabel yaitu 4,072 > 1,986. Variabel bebas terhadap 
Partisipasi Anggaran mempunyai kontribusi sebesar 15,6 persen, sedangkan 84,4 
persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.  Kata kunci Partisipasi 
Anggaran, Tunjangan Kinerja Manajerial.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Dalam pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan 

otonomi daerah menimbulkan pergeseran sistem pemerintahan Republik 

Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, yang berimplikasi pada tuntutan 

otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan 

pemerintah daerah. 

Undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan UU No 32 tahun 

2004 dan UU No 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Kedua jenis 

tanggung jawab pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam 

proses akuntansi (Bahri 2012:105). Anggaran digunakan untuk mengukur 

keberhasilan pelaksanaan instansi pemerintah yang menunjukkan bagaimana 

tahap perencanaan dilaksanakan. Anggaran menggambarkan standar efektivitas 

dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan. 
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Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas 

publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik. Penggunaan 

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari 

dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh 

gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana 

publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang 

dilaksankan dalam waktu satu tahun anggaran. 

Munandar (2015:11) menjelaskan bahwa Anggaran merupakan suatu 

rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku 

untuk jangka waktu yang akan datang. 

Penerapan anggaran terhadap tunjangan kinerja merupakan bentuk 

reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan 

anggaran terhadap tunjangan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari tunjangan kinerja terhadap 

akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada 

masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan 

pemerintah daerah (Bahri 2012:105). 

Rudianto (2015:2) menjelaskan bahwa proses penganggaran merupakan 

rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk 
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kuantitatif, formal, dan sistematis. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri lagi 

karena proses penyusunan anggaran terjadi dalam lingkungan manusia dan 

beberapa faktor yang berhubungan manusia. Kenis (2010:79) mengembangkan 

lima dimensi karakteristik anggaran yang memperhatikan aspek perilaku manusia, 

yaitu budgetary participation, budgetary goal alarity, budgetary feed back, 

budgetary evaluation, dan budgetary goal difficulty. Kelima karakteristik 

anggaran tersebut memfokuskan pada perilaku manusia, dalam hal ini adalah 

karyawan pada saat pelaksanaan anggaran.  

Bastian (2015 : 208) menjelaskan bahwa anggaran tunjangan kinerja 

merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam 

pengelolaan organisasi publik. Anggaran tunjangan kinerja manajerial telah 

menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan 

organisasi. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi 

akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi 

dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses 

organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan 

barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik. 

Untuk meningkatkan dan mengukur anggaran tunjangan kinerja serta 

untuk lebih meningkatkan kinerja manajerial Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan sasaran strategis dan 

indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan seperti yang tertuang dalam 
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2013 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019. 

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan. Pengukuran tingkat capaian 

kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan 

tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi 

masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing 

indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

                                   Tabel 1.1 

                          CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 

Sasaran  
Strategis 

Indikator  Kinerja Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 
1. Layanan 

dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknisi 
lainnya 
didaerah  

Output:  
Penyelenggaraan 
dukungan manajemen 
dan pelaksanaan tugas 
teknis 
 
Outcome: Meningkatnya 
opini laporan hasil 
keuangan dan kekayaan 
BPN RI 

Fisik:  
1 Layanan 
 
Keuangan: 
Rp.13.699.818.
000 

Fisik:  
1 Layanan 
 
Keuangan: 
Rp.10.216.29
0.984 

100 
 
 
74.57 

2. Layanan 
perkantoran 

Output: 
Pembayaran gaji dan  
tunjangan 
 
 
 
Outcome:  
Terpenuhinya kebutuhan 
pengawai di seluruh unit 
kerja di lingkungan BPN 
RI 
 

Fisik:  
14 Bulan 
 
Keuangan: 
Rp.28.435.602.
000 

Fisik:  
14 Bulan 
 
Keuangan: 
Rp.28.100.21
2.257 

100 
 
 
98.82 
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3. Layanan 
perkantoran 

Output:  
Operasional dan 
pemeliharaan kantor 
Outcome:  
Terpenuhinya kebutuhan 
pengawai di seluruh unit 
kerja di lingkungan BPN 
RI 

Fisik:  
12 Bulan 
 
 
Keuangan: 
Rp.4.487.229.0
00 

Fisik:  
12 Bulan 
 
 
Keuangan: 
Rp.3.442.076.
642 

100 
 
 
 
76.70 

4. Pengelolaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Output:  
Penambahan alat kerja 
 
Outcome:  
Meningkatkan kinerja 
pengawai 

Fisik:  
1 Layanan 
 
Keuangan: 
Rp.5.787.500.0
00 

Fisik:  
1 Layanan 
 
Keuangan: 
Rp.5.448.986.
550 

100 
 
 
94.15 

5. Penyelenggara
an pengemba 
ngan 
infrastruktur 
keagrariaan di 
daerah 

Output: 
Pembinaan/Sosialisasi 
/Konsultasi 
 
Outcome: Meningkatkan 
pelayanan dikantor 

Fisik:  
17 Satker 
 
 
Keuangan: 
Rp.366.816.00
0 

Fisik:  
17 Satker 
 
 
Keuangan: 
Rp.341.825.3
41 

100 
 
 
 
93.18 

6. Layanan 
pertanahan 
bidang 
insfrastruktur 
keagrariaan 

Output:  
Pelayanan pengembalian 
batas 
 
Outcome:  
Bertambahnya jumlah 
bidang tanah terdaftar 

Fisik:  
10.050 Bidang  
 
 
Keuangan: 
Rp.2.525.324.0
00 

Fisik:  
47 Bidang 
 
 
Keuangan: 
Rp.637.866.2
00 

0.47 
 
 
 
25.26 

7. Data 
insfrastruktur 
keagrariaan 

Output:  
Pelayanan informasi 
 
Outcome:  
Tersedianya database 
pelayanan informasi 

Fisik:  
1 Data 
 
Keuangan: 
Rp.2.730.000.0
00 

Fisik: 
1 Data 
 
Keuangan: 
Rp.1.501.299.
800 

100 
 
 
54.00 

8. Peta bidang 
tanah 

Output:  
Pelayanan informasi 
 
Outcome: 
Bertambahnya jumlah 
bidang tanah terdaftar 

Fisik:  
290.000 
Bidang 
 
Keuangan: 
Rp.76.697.749.
000 

Fisik:  
80.000 
Bidang 
 
Keuangan: 
Rp.20.216.71
0.088 

27.00 
 
 
 
26.35 

9. Penyelenggara
an penataan 
hubungan 
keagrariaan 
didaerah 

Output:  
Pelayanan informasi 
Outcome:  
Meningkatkan kinerja 
pengawai 

Fisik:  
17 Satker 
Keuangan: 
Rp.1.245.491.0
00 

Fisik: 
 12 Satker 
Keuangan: 
Rp.351.878.0
00 

75.00 
 
28.25 

10. Layanan 
pertanahan 
bidang 
hubungan 

Output:  
Pelayanan informasi 
 
Outcome:  

Fisik:  
50 Bidang 
 
Keuangan: 

Fisik:  
20.000 
Bidang 
Keuangan: 

28.57 
 
 
45.73 
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hukum 
keagrariaan 

Bertambahnya jumlah 
bidang tanah terdaftar 

Rp.217.770.00
0 

Rp.99.588.00
0 

11. Pemberdayaan 
masyarakat 

Output:  
Pemberi informasi 
kepada masyarakat 
 
Outcome:  
Bertambahnya jumlah 
data 

Fisik: 
 1 Database 
 
 
Keuangan: 
Rp.199.481.00
0 

Fisik:  
1 Database 
 
 
Keuangan: 
Rp.141.718.0
00 

100 
 
 
 
71.04 

12. Pemberdayaan 
masyarakat 

Output:  
Pelayanan informasi  
 
Outcome:  
Bertambahnya jumlah 
bidang tanah terdaftar 

Fisik:  
5000 Bidang 
 
Keuangan: 
Rp.5.432.580.0
00 

Fisik:  
4.493 Bidang 
 
Keuangan: 
Rp.3.443.042.
478 

89.86 
 
 
64.45 

13. Penyelenggara
an pengadaan 
tanah didaerah 

Output:  
Pelayanan informasi  
 
Outcome:  
Bertambahnya jumlah 
bidang tanah terdaftar 

Fisik:  
11 Satker 
 
Keuangan: 
Rp.318.272.00
0 

Fisik:  
11 Satker 
 
Keuangan: 
Rp.306.490.4
00 

100 
 
 
96.30 

14. Penyelenggara
an 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang dan 
penguasaan 
tanah didaerah 

Output:  
Pelayanan informasi  
 
Outcome:  
Berkurangnya kasus 
sengketa tanah 

Fisik:  
8 Satker 
 
Keuangan: 
Rp.884.710.00
0 

Fisik: 
 4 Satker 
 
Keuangan: 
Rp.140.074.9
47 

50 
 
 
15.83 

15. Penyelenggara
an penaganan 
masalah 
agrarian dan 
tata ruang 
daerah 

Output:  
Pelayanan informasi  
 
Outcome: Berkurangnya 
kasus sengketa tanah 

Fisik:  
12 Satker 
 
Keuangan: 
Rp.712.448.00
0 

Fisik: 
 4 Satker 
 
Keuangan: 
Rp.379.087.0
00 

33.33 
 
 
53.20 

Sumber : SAIBA dan SAS  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera 

Selatan Tahun  2019 

 

Melihat kondisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran 

dari tahun 2019 belum mencapai sesuai yang ditargetkan. Dari fenomena tersebut 

perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan 

kinerja yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

Sumatera Selatan. 
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Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera  Selatan 

merupakan Lembaga Pemerintah Kementrian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala (Sesuai dengan 

Perpres No. 63 Tahun 2013). Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja. 

Sistem pelaporan keuangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Sumatera Selatan setelah diterapkannya anggaran Tunjagan kinerja 

Manajerial dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai sehingga meningkatkan Tunjagan kinerja Manajerial pada Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan.   

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena, dan perbedaan hasil 

penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul penelitian  

“Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Tunjangan Kinerja 

Manajerial pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

Sumatera Selatan.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan yaitu: 
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Bagaimana masalah pengaruh partisipasi anggaran pada Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggaran terhadap tunjangan 

kinerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pada Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya bidang akuntansi sektor publik terutama mengenai 

hubungan anggaran terhadap tunjangan kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, 

diantaranya: 

a. Bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan 
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pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi Sumatera Selatan terkait untuk lebih mengetahui faktor-

faktor yang dapat meningkatkan tunjagan kinerja para pegawai/pejabat yang 

ada di lingkungan instansi. 

b. Bagi Institusi 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa Universitas 

Tridinanti Palembang sebagai penelitian lebih lanjut tentang Partisipasi 

Anggaran Terhadap Tunjangan Kinerja Manajerial yang mempengaruhi kinerja 

instansi pemerintah. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi untuk 

melengkapi dalam penyediaan tambahan bacaan, dan pengetahuan serta dapat 

dijadikan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang 

mungkin melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang sama. 
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